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tanggal 20 Januari 2018.

Uwiyono, Aloysius, 2006, “Refleksi Masalah Hukum Perburuhan tahun 2005
dan Tren Hukum Perburuhan tahun 2006,
http://www.ui.edu/post/masalah-hukum-perburuhan, Diakses 10
Juni 2019.
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Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terjemahan R.
Subekti.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian
kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung dengan
Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja
Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Kerja Tahun 1948 NR. 12 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Kecelakan Kerja Nomor 33 Tahun
1947 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pangawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23
dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO
No. 100 tentang Pengupahan bagi Laki-laki dan Wanita untuk
Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1492).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969).
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000
tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal
20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun
1999 tentang Upah Minimum.

Keputusan ~ Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor:
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 102/MEN/V1/2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-
51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan
Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.49/MEN/IV/2004 tentang
Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1989 tentang Upah
Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1996 tentang Upah
Minimum Regional.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-03/MEN/1997 tentang Upah
Minimum Regional.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 tentang Upah
Minimum.

Peraturan ~ Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor:
PER.03/MEN/1/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan
Dewan Pengupahan Nasional.

Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi ~ Nomor:
PER.17/MEN/VII1/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi ~ Nomor:
PER.01/MEN/1/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012
tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah
Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak.
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Surat Edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).



